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ABSTRACT

This research aims to find out whether the zoning system for accepting new high school students for the
2021/2022 academic year in the city of Pekanbaru is running effectively. As well as to find out the inhibiting
factors in implementing the zoning system in admitting new high school students for the 2021,/2022 academic year
in the city of Pekanbaru. The technique for collecting research information was carried out using a purposive
sampling technique. The research informants consisted of 1 key informant and 7 supporting informants. The research
results state that 1) Aspects of effectiveness, the zoning system policy has been running well, but needs evaluation
and improvement. 2) The efficiency aspect, the implementation of the zoning system is according to plan, but the
results are not in line with the expectations of parents/community. 3)According to the Department of Education
and the school, according to the adequacy aspect, the facilities and infrastructure are supportive, but according to
the parents, the facilities and infrastructure are not yet supportive. 4) Aspects of Equalization/Sameness, according
to the Department of Education and the school, the zoning system has been implemented fairly, but parents say it
is not fair. The procedures for implementing this zoning are in accordance with Permendikbudristek Number 1 of
2021 concerning PPDB. 5) Responsiveness aspect, informants from the Education Office were satisfied with the
results of the implementation of this zoning system, but informants from student parents stated that they were not
satisfied. 6) The aspect of accuracy, the benefits of implementing the zoning system are felt by the people who live
in the area around the State High School. Technically the implementation is feasible. The inhibiting factors for this
zoning system policy are the lack of infrastructure, facilities and infrastructure so that school capacity is limited, the
opinion in society is that the zoning system is detrimental to prospective students with good grades but the distance
from home is not included in the zoning range. There is community rejection of the zoning system because it is
considered to limit children's rights in choosing a school. It is feared that the zoning system could cause disparities
in school quality. There is a lack of socialization so that many people still don't understand how to register PPDB
online and how to determine the domicile coordinates of residence.
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PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu faktor utama dalam membangun sumber daya manusia dengan
cara memotivasi dan mendorong manusia untuk belajar. Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan
masyarakat dan jugasebagai penunjang kehidupan masyarakat itu sendiri (Tilaar, 2011). Pendidikan
berperan penting dalam pembangunan bangsa dan negara karena kecerdasan, kemampuan, dan
karakter bangsa di masa depan ditentukan oleh pendidikan yang diberikan saat ini. Peran Pendidikan
sebagai dasar dalam membentuk manusia yang berkualitas, memiliki daya saing dan kemampuan dalam
mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan produktivitas. Salah satu tolak ukur
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keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia
(SDM) adalah terpenuhinya hak dalam mendapat pendidikan dasar yang bermutu.

Sistem pendidikan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Sistem
Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu
serta relevansi dan efesiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan
tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan
pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Berdasarkan Pasal 9, 11 dan 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 dapat dilihat bahwa pendidikan
merupakan kewenangan pemerintah daerah dan menjadi kewenangan Daerah urusan pemerintahan
wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat. Upaya pemenuhan pemerataan pendidikan,
dicanangkan dalam bentuk Program Sistem Zonasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang
Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa jenjang
pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta
didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Dalam Undang-Undang tersebut
disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi.

Sistem zonasi adalah seleksi penerimaan siswa didik atau peserta didik baru secara lebih
transparan dan adil, ditetapkan sesuai tempat tinggal. Tujuan sistem zonasi adalah mengatur sekolah
negeri miliki pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona
terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan
peserta didik yang diterima (www.kemendikbud.go.id). Sistem zonasi menjadi salah satu contoh model
penerimaan peserta didik yang tidak membedakan kemampuan akademik (Liu, 2015). Demikian juga
di Indonesia, sistem zonasi yang diterapkan dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 51 Tahun
2018. Selain itu sistem zonasi memberikan kesempatan pada semua anak Indonesia dengan tidak
membedakan kemampuan akademik.

Kota Pekanbaru saat ini memiliki 70 Sekolah Menengah Atas yang terdiri dari 21 SMA Negeri
dan 49 SMA Swasta. Saat ini jumlah siswa sudah tidak sesuai dengan jumlah sekolah yang ada
contohnya untuk Kecamatan Marpoyan Damai jumlah SMA Negeri ada 2 (dua) yaitu SMAN 4 dan
SMAN 5, kedua sekolah tersebut memiliki siswa berjumlah 2.510 di tahun 2023. Selain itu masih ada
kecamatan yang belum memiliki SMAN sehingga siswa di kecamatan-kecamatan tersebut harus mencari
sekolah yang berada kecamatan lain yang terdekat dengan zonasi mereka.

Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun 2024 di Kota Pekanbaru
berdasarkan pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 20 Maret 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik
Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta
Pendidikan Khusus di Provinsi Riau. Penerapan jalur zonasi mewajibkan calon siswa untuk
menempuh pendidikan adalah yang memiliki radius paling dekat yakni 500 meter dari domisilinya
masing-masing. Penyelenggaraan sistem zonasi ini dianggap akan menyamaratakan pendidikan,
memberikan fasilitas-fasilitas kepada sekolah yang kurang berdaya dan mengurangi pungutan-
pungutan tertentu di sekolah  favorit serta menutup celah kecurangan dalam administrasi
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penerimaan murid baru di tiap-tiap sekolah. Upaya-upaya yang dilakukan ini adalah untuk
pemerataan akses dan kualitas pendidikan nasional. Namun dari upaya yang dilakukan serta
banyaknya keluhan atas terselenggaranya sistem zonasi di Kota Pekanbaru, ternyata sistem zonasi
masih perlu di evaluasi www.riau.com).

Menurut Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), ada lima masalah yang kerap terulang dalam
PPDB yaitu migrasi domisili melalui Kartu Keluarga calon siswa ke wilayah sekitar sekolah yang dinilai
favorit oleh orang tua. Ini umumnya terjadi di wilayah yang punya sekolah unggulan, termasuk di
Pekanbaru. Sayangnya, pindah Kartu Keluarga ini secara tidak langsung diperbolehkan. Pasal 17 Ayat
2, Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB sendiri telah dijelaskan bahwa domisili
calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun
sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Artinya perpindahan alamat KK diperkenankan secara hukum
maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB.Ombudsman RI Perwakilan Riau dalan PPDB Tahun
2023, telah menerima 21 laporan masyarakat soal PPDB tingkat SMA/SMK Negeri di Pekanbaru terkait
dengan zonasi. Pelapor menduga ada permainan yang dilakukan oleh panitia PPDB di jalur zonasi. Dari
21 laporan tersebut sudah banyak yang selesai dan sisanya nanti kami akan undang panitia dan kepala
sekolah serta dari Disdik untuk minta keterangan terkait pelaksanaan PPDB (www.riaupos.com)

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan beberapa fenomena yang ditemui pada
penerapan sistem zonasi SMA Negeri di Kota Pekanbaru yaitu :

1. Masih ada beberapa kecamatan yang belum memiliki SMA Negeri, akibatnya siswa kesulitan untuk
mencari sekolah karena wilayah tempat tinggalnya tidak masuk dalam wilayah zonasi sekolah yang
ada.

2. Adanya anggapan sekolah favorit dan bukan favorit di masyarakat sehingga terjadi penumpukan
siswa di sekolah yang dinilai favorit oleh orang tua. Sehingga fenomena pindah Kartu Keluarga yang
umumnya terjadi di wilayah yang terdapat sekolah unggulan.

3. Kualitas sekolah di kota Pekanbaru belum merata, para orang tua masih berlomba-lomba
memasukkan anaknya ke sekolah yang dianggap lebih unggul. Padahal, tujuan awal sistem PPDB
adalah pemerataan kualitas pendidikan.

4. Terindikasi munculnya praktik jual beli kursi, pungli untuk bisa diterima di SMA Negerti tertentu

5. Terindikasi adanya siswa titipan dari pejabat atau tokoh di wilayah tersebut agar bisa diterima di
SMAN tertentu.

Berangkat dari fenomena dan teori di atas, membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih
mendalam Penelitian ini mengevaluasi bagaimana kebijakan sistem zonasi penerimaan siswa baru
tingkat SMA di Kota Pekanbaru berdasarkan Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB
apakah telah sesuai dengan peraturan tersebut. Jika belum sesuai apa saja faktor yang menjadi
penghambat penerapan peraturan yang ada serta bagaimana solusi yang dilakukan Pemerintah Kota
Pekanbaru. Oleh karena itu skripsi ini diberi judul : “Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan
Siswa Baru Sekolah Menengah Atas Tahun Ajaran 2021/2022 Di Kota Pekanbaru.”

METODE
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Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian
Kualitatif dapat diartikan yaitu sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dapat
diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan
suatu objek penelitian (perorangan, lembaga, masyarakat dan lain-lain) dan sekarang berdasarkan fakta-
fakta yang tampak di lapangan (Suyanto, 2012). Lalu menurut Poerwandari (2011) penelitian kualitatif
menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan observasi.

Merujuk uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa desain penelitian yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif, alasan penulis menggunakan metode ini
dikarenakan peneliti akan menganalisis dan ingin memperoleh gambaran mengenai Evaluasi Kebijakan
Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas Tahun Ajaran 2021/2022 di Kota
Pekanbaru yang dikaitkan dengan teori “Evaluasi Kebijakan” dari pendapat William Dunn dalam
Nugroho (2013) yang menyangkut indikator a) Efektivitas, b) Efisiensi, ¢) Kecukupan, d) Kesamaan, e)
Responsivitas dan f) Ketepatan. Peneliti juga akan menganalis dan mengevaluasi untuk memperoleh
gambaran mengenai faktor penghambat Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Sekolah
Menengah Atas Tahun Ajaran 2021/2022 di Kota Pekanbaru.

PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan diuraikan sebagai berikut:

Efektivitas
Bagaimana efktivitas kebijakan sistem zonasi penerimaan siswa baru Sekolah Menengah Atas
Tahun Ajaran 2021/2022 di Kota Pekanbaru, dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini. Penulis
menanyakan kepada informan apakah pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di SMA
Negeri di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik. Menurut Ibu Alfira selaku Ketua Bidang SMA
Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang merupakan key informan, memberikan jawaban sebagai berikut:
“Saya rasa pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik ya, sudah berjalan sesuai dengan yang
diharapkan. Kalaupun ada yang tidak menerima hasil seleksi ini saya rasa itu wajar ya. Tapi secara
keseluruhan sudah berjalan dengan baik” (Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2024)
Berdasarkan tanggapan key informan dapat dilihat bahwa pelaksanaan sistem zonasi ini sudah
berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa pihak yang merasa kurang puas. Kemudian tanggapan
dari Ibu Mahdalena, S.Pd., M.Pd, selaku Panitia PPDB SMA Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

“Sudah berjalan dengan baik, semua pihak yang terlibat sudah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan

dan peraturan yang berlaku”. (Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2024)

Dapat dilihat bahwa informan memberikan jawaban yang hampir sama dengan key informan.
Tanggapan dari pihak sekolah, berikut ini jawaban dari Ibu Erawati, M.M, selaku Wakepsek Bidang
Kurikulum SMAN 15 Pekanbaru:

“Sistem zonasi itu sebenarnya banyak plus minusnya, kalau plusnya banyak anak tempatan yang bisa kita

terima di SMA yang dekat itu kan. Minusnya apa, minusnya kalau anak tempatan itu kebanyakan apa

namanya itu tingkat kecerdasannya menengah ke bawah, apalagi di daerah kami ini. Jadi sebaiknya, kalau
kami menyarankan lebih baik sistem zonasi ini tapi ditambah pakai ranking jugalah. Ini masih kurang,

harusnya zonasi tapi diitukan raportnya.” (Hasil wawancara pada tanggal 29 November 2024)
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Penulis kemudian menambahkan tapi kan ada itu bu sistem afirmasi bagaimana itu bu, berikut
jawabannya.

“Afirmasi itu untuk siswa yang tidak mampu, itu hanya sekitar 15%, yang zonasi ini yang besar 50%,

cuman itulah tuh kelemahnnya ratarata anak yang itulah. Apalagi sekolah kami ini kan kecerdasannya

menengah ke bawah. Anak-anak ini karena kedekatannya dengan lingkungan sekolah jadi merasa mudah
masuk sekolanya jadi kurang tingkat persaingannya. Selain itu dari prestasinya juga kurang karena merasa
dekat jadi mereka itu kurang tantangan, karena mereka merasa pasti bisa masuk SMA ini. Tapi kalau
dengan nilai rapor juga kan enak, makanya zonasi pluslah sebaiknya. Kalau yang sistem zonasi yang

kemarin ini kurang, sangat kurang. (Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2024)

Sementara itu Ibu Elmi Gurita, M.Pd, selaku Wakil Kepsek Bidang Humas SMAN 5 Pekanbaru
menyatakan sebagai berikut

Sebenarnya kalau menurut tujuan awal, sudah, Kenapa, karena tujuan awalnya kan pemerintah itu

berusaha untuk mengatasi anak yang sampai tidak bersekolah. Nah, jadi supaya anak bisa sekolah, nah

anak yang berada di lingkungan sekitar sekolah ya harus sekolah. Nahh, maka prioritas untuk anak-anak
lingkungan itu, nah itulah yang diberikan zonasi tadi. Jadi dia tidak memikirkan lagi tempat dia sekolah
yang jauh dari lokasi rumah, menghemat transprtasi, jajan nah gitu kan dan kemacetan juga pengaruh
dengan adanya sistem zonasi ini. Cuman di kegiatan tujuan akhir kita memang harus ada evaluasi. Apa
evaluasinya, kalau hanya jarak rumah yang diukur ya, nah kita kasihan dengan anak-anak yang harusnya
punya hak disini, tapi lokasinya agak jauh dikit, dia bisa hilang kesempatannya. (Hasil wawancara pada

tanggal 28 November 2024)

Berdasarkan jawaban dari hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah dari 3 SMA Negeri yang
berbeda dapat disimpulkan bahwa sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru SMA di Kota Pekanbaru
sudah berjalan dengan lancar. Hal ini karena pelaksanaannya sudah sesuai peraturan yang ada.
Kalaupun ada yang tidak mau menerima hasil sistem zonasi ini, ya wajar saja karena pendapat dan
kepentingan orang berbeda-beda. Informan juga menambahkan bahwa sistem zonasi ini ada plus
minusnya dimana penerimaan siswa berdasarkan jarak terdekat tempat tinggal dengan sekolah dan
tidak mempertimbangkan nilai siswa sehingga dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan kualitas
sekolah.

Berikutnya bagaimana tanggapan wali murid mengenai pelaksanaan sistem zonasi di kota
Pekanbaru, berikut ini jawaban salah seorang wali murid SMA.

“Ada yang sudah baik, ada yang belum. Yang sudah baik itu proses di sekolah bapak/ibu panitia banyak

membantu orangtua murid yang tak tahu cara mendaftar dan cara ambil titik kordinat itu. Kalau yang

belum baik, itu masalah daya tampung sedikit sekali, kemudian tiap SMA persentase zonasinya juga beda-

beda ada yang 50% ada yang cuma 30% .” (Hasil wawancara pada tanggal 30 November 2024)

Jawaban hasil wawancara walimurid di atas menunjukkan bahwa masing-masing memberikan
jawaban yang berbeda-beda. Namun dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi penerimaan
siswa baru Sekolah Menengah Atas Tahun Ajaran 2021/2022 di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan
baik. Namun masih perlu evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaanya di masa akan datang akan lebih
baik.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang apakah kebijakan yang diterapkan dapat menyelesaikan
permasalahan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru di SMA Negeri di Kota Pekanbaru di kota
Pekanbaru. Berikut jawaban informan.

Menurut Ibu Alfira selaku key informan,
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“Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini tentunya sudah dibuat dengan berbagai pertimbangan supaya
hasilnya maksimal dan meninimalisir permasalahan yang akan muncul belakangan. Jadi kalau untuk
kebijakan saya rasa sudah tepat itu.” (Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2024)

Jawaban informan ini menunjukkan bahwa kebijakan terkait sistem zonasi ini sudah sesuai
dengan kondisi di lapangan. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak sekolah. Berikut ini tanggapan Ibu
Elmi Gurita menyatakan sebagai berikut.

“Tentu saja setiap kegiatan pasti ada masalah, dan sebelum berkegiatan, pasti pemerintah sudah berpikir

ya, kenapa karena biasanya masalah PPDB antara daya tampung dengan kebutuhan nggak imbang, nah

nggak mencukupi. Anak yang tamat itu lebih dari 12 ribu, tahu-tahu daya tampung sekolah negeri itu hanya
6000-an. Berarti kan separuh ada yang hilang, nah iti. Makanya oleh pemerintah untuk tahun ini dibuatlah
kebijakan, pemerintah akan mencoba mengkondisikan anak-anak yang afirmasi ya, bukan zonasi lagi
perintahnya tapi afirmasi, yang tidak tertampung di negeri, akan dimasukkan ke sekolah swasta yang
biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Ya, itu kan suatu kebijakan ya yang harapannya supaya
angka putus sekolah itu tidak tinggi, dan anak pun mendapatkan haknya, karena pendidikan itu kan hak

setiap anak yang dijamin negara.” (Hasil wawancara pada tanggal 29 November 2024)

Hasil wawancara dengan informan dari pihak sekolah menyatakan bahwa kebijakan terkait sistem
zonasi ini sudah mampu menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Namun dalam pelaksanaanya
pasti ada berbagai kendala sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali. Kemudian bagaimana tanggapan
orangtua murid terkait hal ini, berikut jawaban dari Ibu Haryanti.

“Saya rasa belum lagi, peraturan sekarang ini masih harus diperjelas lagi, masalah zonasi ini yang membuat

kami orangtua bingung, entah bagaimana cara menentukan titik kordinat itu, karena banyak yang nggak

sesuai dengan kenyataan jaranknya itu.” (Hasil wawancara pada tanggal 30 November 2024)

Berdasarkan jawaban informan dapat dilihat bahwa kebijakan terkait sistem zonasi ini dinyatakan
sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian untuk aspek efektivitas dalam
sistem zonasi penerimaan siswa SMA di Kota Pekanbaru Tahun 2021,/2022 dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. Kebijakan sistem zonasi penerimaan siswa baru Sekolah Menengah Atas Tahun Ajaran 2021/2022
di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik. Namun masih perlu evaluasi dan perbaikan agar
pelaksanaanya di masa akan datang akan lebih baik.

2. Kebijakan terkait sistem zonasi ini dinyatakan sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada

Efisiensi
Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat

efektivitas tertentu. sejauh mana suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan menggunakan
sumber daya (waktu, tenaga, dana, dan materi) secara optimal, yaitu seminimal mungkin namun tetap
memberikan hasil yang maksimal. Apakah pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di
SMA Negeri di Kota Pekanbaru saat ini sudah sesuai dengan perencanaan. Berikut ini jawaban dari Ibu
Alfira.

“Tentunya sudah sesuai, karena dalam pelaksanaannya semua pihak yang terlibat tentu akan berusaha

agar sesuai dengan yang direncanakan.” (Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2024)

Kemudian penulis menanyakan apakah strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan sistem zonasi
dalam penerimaan siswa baru di SMA Negeri di Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan kondisi di
lapangan. Maka jawaban dari Ibu Alfira adalah sebagai berikut:
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“Strategi pelaksanaan sistem zonasi ini sudah dibuat sedemikian rupa agar dapat mendukung keberhasilan

penerimaan siswa hari ini, tentu saja masingmasing sekolah akan menerapkan strategi yang disesuaikan

dengan kondisi di sekolahnya masingmasing.” (Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan yaitu Ketua Bidang SMA maka
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan siswa SMA di Kota Pekanbaru
sudah sesuai dengan perencanaan dan strategi yang diterapkan juga sudah sesuai dengan kondisi di
lapangan.

Kemudian pertanyaan yang sama penulis ajukan kepada pihak sekolah, berikut ini jawaban dari
[bu Erawati.

“Kalau sesuai dengan perencanaan, sudah sesuai, cuman itulah kurang di nilai rapor nya yang tidak

dijadikan sebagai pertimbangan penilaian. Berarti ini kurang sesuailah dengan perencanaan karena kurang

sesuai dengan keinginan sekolah, namun menurut masyarakat yang berdekatan dengan lingkungan sekolah
sudah merasa sesuai. Tapi yang merasa masuk zonasi tapi tidak tercover, anak-anak mereka masuk kesini
tentu menurut mereka kurang sesuai, sementara zonasinya disini tapi tidak sampai jangkauannya. “ (Hasil

wawancara pada tanggal 29 November 2024)

Hasil jawaban informan dari pihak sekolah menunjukkan bahwa sistem zonasi yang diterapkan
sudah sesuai dengan perencanaan, namun masih ada kekurangannya yaitu perencanaan kurang sesuai
dengan keinginan sekolah karena tidak menggunakan nilai sebagai salah satu aspek penilaian kelulusan.
Kemudian penulis menanyakan apakah strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan sistem zonasi dalam
penerimaan siswa baru di SMA Negeri di Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan kondisi di lapangan,
berikut ini jawaban dari Ibu Elmi Gurita memberikan jawaban berikut ini.

“Strategi yang diterapkan di SMA kami ini tentunya sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, kami

melaksanakan penerimaan siswa baru ini berdasarkan jalur yang ada dalam ketentuan yang diterapkan

pemerintah.” (Hasil wawancara pada tanggal 29 November 2024)

Hasil jawaban informan dari pihak sekolah menunjukkan bahwa strategi sistem zonasi yang
diterapkan sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian bagaimana tanggapan dari pihak wali
murid terkait dengan efisiensi ini, dapat dilihat dari jawaban Ibu Haryanti berikut ini.

“Kalau dengan harapan saya masih belum sesuai lagi, masih banyak anak-anak yang tidak diterima di

sekolah-sekolah negeri ini, ada anaknya pintar, nilainya bagus tapi tidak bisa masuk sekolah negerti karena

kalah jarak rumahnya dengan sekolah. Cobalah kasihan anaknya pintar tapi orangtuanya pusing mencari

sekolah untuk dia.” (Hasil wawancara pada tanggal 30 November 2024)

Mengenai strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru
di SMA Negeri di Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, begitu menurut Ibu
Haryanti.

“Belum sesuai lagi terutama masalah jarak zonasi ini, tidak jelas ketentuannya, memang sekolah kan

melaksanakannya sudah sesuai dengan peraturan tapi, gimana rasanya masih kurang menurut saya, apa

tidak sebaiknya ada juga mempertimbangkan nilai anak.” (Hasil wawancara pada tanggal 30 November

2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak wali murid dapat dilihat bahwa dua
orang wali murid menyatakan bahwa pelaksanaan sistem zonasi ini masih belum sesuai dengan harapan
masyarakat karena masih banyak siswa yang tidak diterima di SMA Negeri karena terbatasnya daya
tampung. Sedangkan mengenai strategi yang digunakan menurut informan sudah tepat karen
pelaksanaan berjalan dengan lancar.



JurnalKajianPemerintah(JKP) P-ISSN:2442-7292

Journal of Government, Social and Politics E-ISSN:2721-9232
Volume 11 Number 2 Oktober 2025

Hasil dari wawancara dengan pihak Dinas, pihak sekolah dan dengan orangtua murid, dapat
ditarik kesimpulan bahwa efisiensi sistem zonasi siswa SMA di kota Pekanbaru Tahun 2022/2023
adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem zonasi sudah sesuai rencana karena pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan
ketentuan yang telah ditetapkan. Namun hasilnya kurang sesuai dengan harapan orangtua
murid/masyarakat karena masih banyak siswa yang tidak tertampung di SMANegeri karena
keterbatasan daya tampung sekolah.

2. Strategi yang diterapkan telah sesuai dengan kondisi di lapangan karena pelaksanaannya berjalan
dengan lancar.

Kecukupan
Penulis menanyakan apakah sarana dan prasarana yang tersedia dapat mendukung pelaksanaan
sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di SMA Negeri di Kota Pekanbaru. Berikut ini tanggapan
dari Ibu Mahdalena, menjawab sebagai berikut.
“Kalau sarana dan prasarana untuk proses penerimaan siswa baru saya rasa sudah mendukung semua ya,
tapi kalau sarana dan prasarana sekolah banyak yang belum mendukung karena jumlahnya terbatas
sehingga daya tampung sekolah juga terbatas. Itu sebabnya jumlah siswa yang diterima di sekolah-sekolah
negeri ini tidak seimbang dengan jumlah peminatnya.” (Hasil wawancara pada tanggal 28 November

2024)

Berdasarkan jawaban informan dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana sekolah belum
mendukung karena masih terdapat keterbatasan daya tampung akibat fasilitas fisik yang belum
memadai. Lebih lanjut penulis menanyakan hal yang sama kepada pihak sekolah, berikut ini jawaban
dari Ibu Elmi Gurita sebagai berikut.

“Kalau untuk sekolah kita sudah mendukung, karena dia kan daya tampung yang boleh kita terima itu

sesuai dengan jumlah kelas yang ada. Jadi kalau kelas yang ada itu 10 maka 10 kelas yang diterima. Cuman

kan karena kebijakan tadi, itu kan bahwa SMA 5 ini termasuk sekolah yang berada di tengah lingkungan

masyarakat ya otomatis anak-anak yang mau masuk juga banyak, makanya daya tampung untuk SMA 5

ini ditambah. Nah jadinya kita di SMA 5 itu untuk 1 tingkat itu sudah 12 kelas paralel. Nah jadi kelas

10 ada 12 kelas, kelas 11 ada 12 kelas dan kelas 12 juga ada 12 kelas. Dan itu bisa kita lakukan karena

ada ruangan, walaupun istilahnya ruangan itu yang tadinya ruangan labor tapi sudah kita kondisikan

menjadi ruangan kelas. Nah, alhamdulillah kita juga sudah dapat penggantinya, kita kan sekarang sedang
membuat bangunan tuh, membuat ruang belajar, nah nanti anak-anak yang labor itu sudah bisa kita

kembalikan ke kelas. Nah labor tetap berfungsi seperti tujuannya.” (Hasil wawancara pada tanggal 29

November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dapat disimpulkan bahwa sarana dan
prasarana di sekolah sudah mendukung sistem zonasi ini begitu juga dengan sumber daya manusia yang
dimiliki sekolah ini sudah mendukung terlaksananya sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru SMA.
Tanggapan walimurid mengenai sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki sekolah,
berikut ini jawaban Ibu Haryanti.

“Kalau sarana dan prasarana sekolah saya rasa belum ya karena daya tampung sekolah ini masih sedikit

sekali, ada sekolah yang daya tampung 200 orang tapi yang berminat masuk situ ada lebih 500 orang, jadi
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yang 300 orang lagi tak diterima harus masuk swasta.” (Hasil wawancara pada tanggal 30 November

2024)

Mengenai dukungan sumber daya manusia, berikut ini jawaban dari Ibu Haryanti.

“Sumber daya manusia ini maksudnya panitia di SMA ya, kalau panitia di SMA itu menurut saya sudah

mendukung. Bapak, ibu guru itu mau membantu orangtua siswa yang tidak mengerti cara mendaftar, cara

menginput data, atau cara ambil titik koordinat itu, mereka mau membantu.” (Hasil wawancara pada

tanggal 30 November 2024)

Hasil wawancara dengan wali murid dapatt disimpulkan bahwa menurut informan sarana dan
prasarana sekolah belum mendukung, karena daya tampung sekolah masig sedikit jadi tidak sesuai
dengan jumlah peminat. Sedangkan untuk sumber daya manusia informan menyatakan sudah
mendukung pelaksanaan sistem zonasi SMA di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan
pihak Dinas Pendidikan, pihak sekolah dan wali murid maka dapat disimpulkan bahwa aspek
kecukupan dalam pelaksanaan sistem zonasi penerimaan siswa SMA di Kota Pekanbaru Tahun
2022/2023 adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana menurut pihak Dinas Pendidikan dan pihak sekolah sudah mendukung
pelaksanaan sistem zonasi ini namun menurut informan dari wali murid sarana prasarana belum
mendukung karena daya tampung sekolah yang masih kurang.

2. Sumber daya manusia yang dimiliki sekolah sudah mendukung pelaksanaan sistem zonasi

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan temuan-temuan di lapangan, maka dapat dibuat kesimpulan
sebagai berikut:

Prosedur sistem zonasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau. Untuk tahun 2021-2022
pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi di kota Pekanbaru sudah
terlaksana dengan baik namun masih ada beberapa aspek yang harus diperbaiki. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa adanya persepsi yang berbeda antara informan yaitu pihak Dinas Pendidikan
Provinsi Riau dan pihak sekolah yang menyatakan bahwa pelaksanaan sistem zonasi dilihat dari
indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan aspek responsivitas dan ketaatan sudah berjalan
dengan baik. Sedangkan menurut masyarakat (wali murid) sistem zonasi belum berjalan dengan baik
sesuai dengan yang diharapkan karena masih banyak siswa yang tidak diterima di SMANegeri karena
keterbatasan daya tampung sekolah. Sistem zonasi belum adil karena seleksi hanya berdasarkan range
jarak rumah ke sekolah tidak menambahkan nilai siswa sebagai salah satu penilaian. Manfaat sistem
zonasi hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar sekolah.

Faktor penghambat sistem zonasi ini adalah kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana
sehingga daya tampung sekolah terbatas, adanya anggapan masyarakat sistem zonasi dinilai membatasi
hak anak dalam memilih sekolah, kurangnya sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang kurang
mengerti cara pendaftaran PPDB secara online dan cara penentuan titik kordinat domisili tempat
tinggal.
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